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KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 
Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 65 Denpasar – Bali 80235 

Telp. (0361) 249826 email : komisiinformasibali @ yahoo.co.id 
 
 

KEPUTUSAN 
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 

Nomor :  46/09/KI BALI/IX/2018 
 

T e n t a n g 
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 

dan 
Pemeringkatan Badan Publik Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik 

di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2018 
 
 

Menimbang : 1. Bahwa hasil Rakornas Komisi Informasi seluruh Indonesia tahun 
2014 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah menetapkan 
standarisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai 
implementasi keterbukaan informasi public dan pelaksanaan 
pemeringkatan Badan Publik. Badan Publik dimaksud sesuai UU 
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
 

2. Bahwa upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 
informasidan dokumentasi di lingkungan Badan Publik untuk 
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas perlu 
dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan 
integral 

 
3. Bahwa telah dilaksanakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan 

Pelatihan secara regular sejak tahun 2012 kepada Badan Publik 
dan/atau OPD di seluruh Bali 
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Mengingat : 1. Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 

2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik  

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 4 huruf j,  pasal 36 
angka (1) dan (2) serta pasal 37 

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintahan 
Daerah 

6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1070/03-F/HK/2016 tentang 
Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020 
 

Memperhatikan : 1. Hasil visitasi, verifikasi, klarifikasi dan simulasi di masing-masing 
badan publik. 
 

2. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Bali pada hari Rabu, 26 
September 2018tentang hasil dan pemeringkatan skor badan 
publik sesuai dengan angka (1) 
 
 

 
M e m u t u s k a n 

 
Menetapkan : 1. Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang 

terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Utama di Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama di 
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 
 

2. Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan Publik 
di lingkup Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten dan Kota 
se-Bali  

 
3. Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi disusun berurutan 

berdasarkan peringkat dari Badan Publik yang paling terbuka 
dan berakhir pada Badan Publik yang belum terbuka sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya 
yang diumumkan pada hari ini Kamis, 27 September 2018 

 
4. Hasil Pemeringkatan terlampir merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini 
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5. Keputusan ini merupakan informasi terbuka dan tidak dapat 
diganggu-gugat yang dapat diminta melalui 
permintaan/permohonan informasi sesuai dengan mekanisme 
yang dimaksud dalam Undang Undang dan peraturan 
turunannya. 
 

   

 
 

Ketua, 
 
 
 
 

I Gede Agus Astapa,S.Sos.,MM 

 Wakil Ketua, 
 
 
 
 

I Made Wijaya, SH 
   

 
Anggota 

 
 
 
 

I Gusti Ngurah Wirajasa, SE. 

Anggota 
 
 
 
 

I.G.A.G.A Widiana Kepakisan, S.Sn 

Anggota 
 
 
 
 

Drs. I Ketut Suharya Wiyasa 
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Lampiran  
 

KEPUTUSAN 
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 

Nomor :  46/09/KI BALI/IX/2018 
 

T e n t a n g 
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 

dan 
Pemeringkatan Badan Publik Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik 

di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2018 
 
 

I. Kategori Badan Publik Bidang Pendidikan 
 

1. Kabupaten Buleleng Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Badung Peringkat Kedua  (II) 

3. Kota Denpasar Peringkat Ketiga  (III) 

 
II. Kategori Badan Publik Bidang Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Satu 

Pintu 

1. Kota Denpasar Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Badung Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Buleleng Peringkat Ketiga  (III) 

 
III. Kategori Badan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

1. Kabupaten Buleleng Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Bangli Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Gianyar Peringkat Ketiga  (III) 

 
IV. Kategori Badan Publik Bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

1. Bapenda Kabupaten Badung Peringkat Pertama  (I) 

2. Bapenda Kota Denpasar Peringkat Kedua  (II) 

3. BKD Kabupaten Buleleng Peringkat Ketiga  (III) 

 
V. Kategori Badan Publik Bidang Kepariwisataan 

1. Kota Denpasar Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Badung Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Gianyar Peringkat Ketiga  (III) 

 
 
 
 



Monev 2018 Komisi Informasi Provinsi Bali   5 
 

VI. Kategori Badan Publik Bidang Transmigrasi dan Ketenaga-Kerjaan 

1. Kota Denpasar Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Bangli Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Badung Peringkat Ketiga  (III) 

 
VII. Kategori Badan Publik Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Tata 

Ruang 

1. Kota Denpasar Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Badung Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Bangli Peringkat Ketiga  (III) 

 
VIII. Kategori Badan Publik Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

1. Kota Kenpasar Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Badung Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Bangli Peringkat Ketiga  (III) 

 
IX. Kategori Badan Publik Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 

1. Kota Denpasar Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten bangle Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten badung Peringkat Ketiga  (III) 

 
X. Kategori Badan Publik Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi/Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

1. Kota Denpasar 850 Peringkat Pertama  (I) 

2. Kabupaten Bangli 830 Peringkat Kedua  (II) 

3. Kabupaten Badung 825 Peringkat Ketiga  (III) 

4. Kabupaten Buleleng 815 IV 

5. Kabupaten Tabanan 805 V 

6. Kabupaten Gianyar 790 VI 

7. Kabupaten Jembrana 785 VII 

8. Kabupaten Klungkung 780+ VIII 

9. Kabupaten Karangasem 775 IX 

10. Provinsi Bali 755 X 

 
 

XI. Badan Publik Innovasi Terbaik  

1. Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Peringkat Pertama  (I) 

2.   

 
 
 
 
 


